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Mengingat

WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SERANG

—

TAHUN ANGGARAN 2025
WALI KOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian perlu ditetapkan Alokasi Pupuk
Bersubsidi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Kota Serang Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...



. r

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang
Penectapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan,;

9. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertingggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 125 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Serang (Berita Daerah Kota
Serang Tahun 2021 Nomor 190);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
644 /KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Gubernur Banten Nomor 451 Tahun 2024
tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Propinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota

Serang Tahun Anggaran 2025.

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran
kecamatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

ALOKASI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2025

JENIS, JUMLAH, DAN SEBARAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

No

Kecamatan

Jenis Pupuk (Ton)

Urea NPK Organik
1 | Cipocok Jaya 172,97 154,00 .
2 | Curug 222,39 154,00 79,42
3 | Kasemen 1.284,92 1.199,00 -
4 | Serang 98,84 88,00 33,44
5 | Taktakan 148,26 121,00 37,62
6 | Walantaka 543,62 484,00 267,52
Jumlah 2.471,00 2.200,00 418,00
Pj. WALI KOTA SERANG,
~__ -

NANG SAEFUDIN
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